' DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAH 1l SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 1993 SERI D NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 1993

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I
SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Ii SEMARANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun
1974 tentang Pokok-pokek Penferintahan di Daerah maka di pandang perlu
menetapkan Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat It Semarang dengan
Peraturan Daerah,

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
di Daerah ;

2. Undang-undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jis. Undang-
undang Nomor 87 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah
Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat li Sernarangdan Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah
Tingkat || Semarang dan Peraturan Pemerintah nomor 89 Tahun 1932
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat || Salatigadan
Kabupaten Daerah Tingkat || Semarang ;

3.. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 temang Protokol (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3363 ;
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a.

Peraturan Pemsrintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Pélaksanaan Undang-
undang Nomor 36 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majekis:
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagairnand tglah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun
1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomer 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3432) ;

Paraturan Pemetintalt Nomor 62 Tahun 1990tentang Ketentuan Keprotokolan,
Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90 Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 3432} ;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang
Jenis-jenis Pakaian Sipit ;

Keputusan Presiden Repubiik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang
Penggantian Anggota Badan- Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang
berhenti antar wakiu ; '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Pedoman
Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ;

ngan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyét Draerah Kabupaten Daerah Tingkat 1l Semarang

mnetaplan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1| SEMARANG
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT || SEMARANG ' :

BAB |
KETENTHAN UMUM

~ Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemarintah Daerah adaiah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat |}
Semarang ;

b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepaia Dasrah Tingkat il
Semarang ; '

¢. DPRD adalah Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah Tingkat Il Semarang ;
d. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD ;
a. Pimpinan Sementara DPRD adalah Pimpinan Sementara Musyawarah-
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musyawarah DPRD sebelum Pimpinan DPRD terpilih, diambil sumpahf
janjt dan dilantik ;

Kedudukan Protokoler adalah hak yangdiberikan kepada seseorang atau
lambang untuk mendapatkan penghormatan dan perlakuan, Tata Tempat
dalam acara Kenegaraan, Acara Resmi atau Pertemuan Resmi ;

. Proiokol adalah serangkaian aturan dafam AcaraKenegaraan atau Acara
Resmi yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan
- Tata Penghormatan sehubungan dengan Psanghormatan kepada
seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalan
Negara, Pemerintahan dan Masyarakat ;

. Acara Kenegaraan adalah acara yang bersifat Kenegaraan yang diatur
dan dilaksanakan secara terpusat, dihadini cleh Presiden atau Wakil
Presiden serta Pejabat negara dan Undangan Lainnya dalam
melaksanakan acara tertentu ;

Acara Resmi adalah acarayang bersifat resmiyang diatur dan dilaksnakan
oleh Pemerintah atau Lembaga Tertinggt Negara dalam melaksanakan
tugas dan fungsi tertentu, dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau
Pejabat Pemerintah serta Undangan lainnya ;

Pejabat Negara adalah Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan
Peraturan Perundang-undangan lainnya ;

Pejabat Pemerintah adalah Pejabat yang menduduki Jabatan tertentu
dalam Organisasi Pemerintahan ; '

Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya
menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah ;

. Tata Upacara Kenegaraan adalah aturan uniuk melaksanakan upacara
dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi ;

; TataTempatadatah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara,
Pejabat Pemerintah, dan Tokeh Masyarakat tertentu dalam acara
Kenegaraan atau Acara Resmi ;

. TataPenghormatan adalah aturan untuk meiaksanakan pemberian hormat
bagi Pejabat Negara, Pejabat Pamerintah dan Teokoh Masyarakat tertentu
dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

BAB il
ACARA RESMI

Pasal 2

. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD mempsroleh kedudukan Protokoler
dalam acara resmi.

. Acara resmi sabafgaimana yang dimaksud ayat (1) me}ipufi :
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a. Acara Tingkat Pusat yang diselenggarakan di Daerah, antara lain ;

1.

s,

Petringatan Hari-hari Nasnonalfberss;arah

2. Peresmian Proyek Nasaonai
3
4

Pekan Olah Raga Nasional ;

Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial-Politik dan
Kemasyarakatan ;

Seminar-seminar / Hapat Kerja,

b.” Acara Tingkat Dasrah yang menghadirkan Pelabat Tingkat Pusaf,
antara lain :

i
2,

Do T LI ol S

8.

Peringatan Hari-hari Nasionalibersejarah ;

Penherimaan Kunjungan Kerja PresadanlWaklI Presiden/Menteri/
Pejabat Negara lainnya ;

Penerimaan Tamu Negara Asing ; _
Pelantikan dan serah terima Jabatan Pejabat Negara ;
Peresmian Proyek Dasrah ;

Pembukaan Pskan Raya ;

Peringatan Harl Ulang Tahun Orgamsas: Sosial-Politik dan
Kemasyarakatan ;

Seminar-seminar / Rapat Kerja.

. AcaraTingkat Dasrahyang hanya dihadiri oleh Pajabat Parmarintal di
Daerah, antara lain :

1.

o R

Peringatan Hari-hari Nasional/bersejarah ;

Upacara P'engibaran /Penurunan Bendera Merah Putih ;
Pelantikan dan serah terima Jabatan Pe;abat Pemetintah ;
Peresmian Proyek Daerah ;

Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah baik dari luar maupun dari
dalam Negeri ;

Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosnai Politik dan

~ Kemasyarakatan ;

Penerimaan/melepas Kontingen Daerah ;
Seminar-serinar / Rapat Kerja.

BAB I
TATATEMPAT:

Passl 3

Tata Tempat ditentukan dengan urutan sebagai berikut ;
a. Bupati Kepala Daerah, Ketua DPRD.
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b. Sekretaris Wi.layathaerah, Wakil Kstua DPRD, Anggota DPRD." -

BAB IV
TATAUPACARA

Pasal 4

1. Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dapat berupa
Upacara Bendera atau bukan Upa_cara Bendera,

2. Untuk Keseragaman, kelancaran, ketertivan dan kehidmatan jalannya
upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi, diselenggarakan
Tata Upacara berdasarkan Pedoman Umum Tata Upacara dan
Palaksanaan tipacara.

BAB YV
TATA PENGHORMATAN

Pasal 5

1. Dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi, Ketua, Wakit Ketua dan
Anggota DPRD mendapat Penghormatan sesuai dengan penghormatan
yang diberikan kepada Pejabat Negara.

2. Penghormatan sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) selain berupa

pemberian Tata Tempat, jugabsarupa penghormatanbendera Kebangsaan,

. Lagu Kebangsaan dan Penghormatan jenasah apabila meninggal dunia

serta pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk melaksanaan
acara.

BAB VI
RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pésal 6

Jenis Rapat DPRD yang memerlukan pengaturan Tata Tempat adalah
sebagal berikut : : '

a. Rapat Paripurna ;
b. Rapat Paripurna Istimewa ;
¢. Rapat Paripurna Khusus.

Pasal 7

Pengaturan Tata Tempat datam Rapat DPRD sebagaimana dimaksud Pasal
6 adalah :

- & Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
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b. Bupati Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan‘disebelah kanan Ketua
OPRD;

¢. Anggota DPRD, mendudukitempat yang telah disediakan khusus untuk
Anggota ;

d. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi
Ruang Rapat.
Pasal 8

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurtia Istimewa dengan Acara
Pengambilan Sumpah/Janii dan Pelantikan Bupati Kepala Daerah ialah :

a. Ketua DPRD disebelah kiri Psjabat yang akan mengambit Sumpah/Janji
dan melantik ;

b. Wakii-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD ;

¢, Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk
Anggota ;

d. Bupati Kepala Daerah yang lama duduk disebslah kanan Pejabat yang
akan mengambil sumpah/janji dan melantik ;

o, Calon Bupati Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah Kiri
Wakil-wakil Ketua DPRD ;

. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi
Ruangan Rapat ;

g. Mantan Bupati Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri
Wakil-wakil Ketua DPRD ;

h. Buban' Kepala Dasrah yangbaru dilantik duduk disebetah kanan Pejabat
yang mengambil surmpah/janji dan melantik.
Pasal 9

Pengaluran Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara
Pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD hasil Pemilihan Umum lalah :

a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati Kepala Daerah;

b. Ketua Pengadilan Negeri duduk disebelah Kkiri Pirnpinan Sementara
DPRD;

c. Anggota DPRD yang lama maupun Calon anggota DPRD yang akan
mengambil sumpah/janjimendudukitermpat yangtelah disediakan khusus
untuk anggota ;

d. Sekretaris DPRD, Rokhaniwan dan Undangan diatur sesuai dengan
kondisi Ruang Rapat.
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Pasal 10 Y F B S

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan- Acara
Pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua
DPRD hasil Pamiliban Umum ialah -

a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati Kepala
Daerah ; :

b. Ketua Pengadilan Negeri duduk disebelah kiri Pimpinan Sementara
DPRD ; ' S

c. Satelah Peiantikan Pimpinan ODPRD, Ketua DPRD duduk disebelah Kiri
Bupati Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri
Ketua DPRD dan Mantan Pimpinan Sementara DPRD duduk dikursi
Anggota DPRD,

BAB W
TATAPAKAIAN

Pasal 11

Dafam Acara pengambitan sumpah/janji dan pelantikan Pimpinan DPRD,
Bupati Kepala Daerah mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB ).

Pasal 12

1. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menghadiri Rapat Paripurna, - '

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian
{ PSH ).

2. Dalam hal menghadiri Rapat Paripurna Panandatanganan Peraturan
Daarah, Penstapan APBD, Rapat Paripurna Istimewa dan Rapat Paripurna
Khusus; Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipit
Resmi { PSR }.

3. Dalam hal menghadiri Pangambilan sumpahfjanji Anggota DPRD dan
menghadiri Pelantikan Bupati Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan
Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap { PSL ).

BAB VH
TATA URUTAN KENDARAAN

Pasal 13

Pengaturan Nomor Kendaraan Ketua DPRD adalah setelah Nomor urut
Kendaraan Bupati Kepala Daerah.
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BAB IX —
KETENTUAN PENUTUP '
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerzh ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tsngkat I
Semarang.

Ungaran, 6 Maret 1893.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il
KABUPATEN DAERAH TINGKAT I SEMARANG
SEMARANG - :
KETUA
Cap. ud. cap, ttd
Drs. SOEPONO  Drs.SOEDIJATNO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepa{a Daerah Tingkat | Jawa Tengah tanggai 18 Mei 1993
Nomor : 188.3/239/1993, : .

Diundangkan datam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah ngkat H Semarang tanggal 11 JUNi
1993 Seri D Nomor 4 Tahun 1993.

Sesuai dengan aslinya:
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Cap. ttd.

MOESLICH EFFENDI, SH.

PEMBINA TINGKAT |
“NIP. 500 034 376
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PENJELASAN !
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il SEMARANG
NOMOR § TAHUN 1983
TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOL KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KARUPATEN DAERAH TINGKAT Ii
SEMARANG

PENJELASAN UMUM

Lindang-undang Nomor 8 Tahun 1887 tentang Protokaler menegaskan babwa Protokol
adalah serangkaian aturan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, yang meliputi aturan
mengenal Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan, sehubungan dengan
penghormatan kepada seseorang sesuai dengan Jabatan atau kedudukannya dalam Negara,
Pemerintah atau Masyarakat.

Ruang lingkup berlakunya Undang-undang Protokol bersifat menyeluruh karena tidak
hanya berlaku bagi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, tetapi melipun
Pejabat Negara lainnya, Pejabat Pernerintah dan Tokoh Masyarakat tertantu.

Aturan Protokel mempunyai arti penting karena :

1. lkut menentukan terciptanya suasana/iklim yang mampengaruhi keb_érhasilan suatu
usaha.

2. Menciptakan tata pergaulan yang mendekatkan satu sama lain dan dapat diterima oleh
semua pihak, walaupun mengandung unsur-unsur yang membatasi gerak pribadi,

3. Terciptanya suaty upacara yang khidmat, megah dan agung.
4. Terciptanya ketertiban dan rasa aman dalam menjalankan tugas.
§ Terciptanya pemberian perlindungan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 1 cukup jelas,
Pasat 2 1 cukup jelas,
Pasal 3 o cukup jelas.
Pasal 4 ayat (1) : cukup jelas.
Pasal 4 ayat (2) :  Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara

dalam Acara Kenegaraan atau Acara Pesmi, termasuk :
1. Tata bendera ;. '

2. Tata l.agu Kebangsaan ;

3. Pakaian upacara;

dengan mempstrhatikan perundangan yang ada.
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Pasal 5 ayat {1}

Pasal S ayat {2}

Pasal
Pasal

@ ~ &

Pasal
Pasal 9
Pasal 10
Pasat 11
Pasal 12

Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian
horrat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh
Masyarakattertenty dalam acara Kenegaraan atar Acara Rasmii,
meliput lata panyeuiaan kelenghapan sarana yang diperlukan
untuk terciptanya kelancaran upacara dengan mernparhatikan
peraturan lain yang ditetapkan.

Pemberian bantuan saranameliputi, antaralain permberian fasilitas
maupun palayanan sesuai dengan kedudukan/jabatannya dalam
melaksanakan Perjalanan Dinas, Kunjungan Resmi, Perawatan
Kesehatan dan pemakaman,

cukup jelas.
cukup jelas.
cukup jelas.
cukup jelas,
cukup jefas.
cukup jelas.

Penggunaan dan bentuk Pakaian dimaksud berdasarkan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972
tentang Jenis-jenig Pakaian Sipil, ditetapkan bahwa :
1. Pakaian Sipil Harian { PSH ) ;

a. leher berdiri dan terbuka ;

b. lengan pendek ;

c. saku3(tiga}buah satu atas kiri dan dua bawah kanandan

kiri;
d. kancing 5 ( lima ) buah ;
e. pakaian bagian atas dan bawah warna sama.

2. Pakaian Sipit Resmi { PSR ) :

a, leher bediri dan tebuka ;

b. lengan panjang ;

¢. saku3(tiga)buah satu atas kiri dan duabawah kanandan
Kiri ;

d. kancing 5{ lima ) buah ;

e. pakaian bagian atas dan bawah warna sama.

3. Pakaian Sipil Lengkap (PSL ) :

Terdiri dari :
a. cslana panjang ;
b. kemeja dengan dasi dan jas.
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Pasal 13

Fasal 14

Surat Perintah Kapolda Jawa Tengah No. Pol : SPRIN/401/V1I/
1990 tanggal 23 Agustus 1990 mengatur bahwa untuk mobil
penumpang VIP Tingkat Kabupaten/Kotamadya diberikan alokasi
Namar 1 - 100 yang diikuti dengan huruf kode Daeran Tingkat i1,
Untuk yang bukan VIP milik Pemerintah diberikan alokasi Nemar
301 - 499,

cukup jelas.
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